SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk
mencegah  penyimpangan dan = penyalahgunaan
wewenang, serta untuk meningkatkan kepatuhan
pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN), diwajibkan bagi pejabat yang
ditentukan sebagai wajib lapor LHKPN di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menyampaikan
laporan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK);

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Madiun tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Madiun;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Instruksi Presiden Nomor S Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157) ;



Menetapkan

11.

12.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 672);

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun

2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Madiun.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Madiun.

Bupati adalah Bupati Madiun.



4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat
KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Madiun.
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

7. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak
angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau
mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan
kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun
kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau
Suami/Istri.

8. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang
dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara
Negara beserta Suami/lstri dan Anak Tanggungan
Penyelenggara Negara, baik atas nama
Penyelenggara Negara, Suami/Istri, Anak Tanggungan
atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama

Penyelenggara Negara memangku jabatannya.



9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan
dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas
pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian
informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi,
penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara.

10. Pendaftaran @ adalah  penyampaian @ LHKPN  oleh
Penyelenggara Negara kepada KPK.

11. Tanda Terima adalah dokumen elektronik yang diberikan
oleh KPK kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti
bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya
dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK.

12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh
Penyelenggara Negara dan/atau KPK kepada publik.

13. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang membantu

kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan
penyalahgunaan wewenang, pencegahan tindak pidana
korupsi, kolusi dan nepotisme serta upaya transparansi

pejabat penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pejabat
penyelenggara pemerintahan daerah yang menaati asas-asas
umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi,

kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.



BAB III
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

Pejabat Penyelenggara Negara di daerah yang wajib

menyampaikan LHKPN adalah:

o P

o o

e

5o o

Bupati;

Wakil Bupati;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
Camat;

Direktur dan Dewan Pengawas BUMD;
Direktur RSUD;

Kepala UPT Puskesmas;

Kepala SD dan Kepala SMP;

Kepala UPTD;

Kepala Desa;

Ajudan Bupati;

m. Ajudan Wakil Bupati; dan

(1)

Ajudan Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam

pasal 4 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni

pada saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada
saat pertama kali menjabat;

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai
Penyelenggara Negara;

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara
setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

d. masih menjabat.



(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan huruf c wajib dilaksanakan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya
jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah
berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai
Penyelenggara Negara.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d wajib dilaksanakan secara periodik setiap 1
(satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31
Desember tahun laporan.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat

tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui
laman resmi KPK.
Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:

a. nama,;

=

jabatan;

Unit Kerja;

o o

tempat dan tanggal lahir;

alamat;

.0

identitas Suami/Istri, Anak baik Anak Tanggungan

maupun bukan Anak Tanggungan;

g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta
pemanfaatan Harta Kekayaan;

h. besaran penerimaan dan pengeluaran;

i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan
tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
dan

j- surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

LHKPN merupakan dokumen milik negara.



(4)

(9)

(2)

Dalam hal hasil verifikasi administrasi KPK dinyatakan
belum lengkap maka pejabat Penyelenggara Negara di
daerah wajib melakukan perbaikan dan menyampaikan
kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penyampaian
perbaikan dan kelengkapan LHKPN dapat dilakukan
paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal pejabat Penyelenggara Negara di daerah tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara
tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan
dianggap belum menyampaikan LHKPN.

BAB V
PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 7
Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara
Negara di daerah dalam waktu paling lambat 2 (dua)
bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda
Terima dari KPK.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara elektronik dan/atau non-elektronik
melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau
Daerah /Badan.
Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB VI
UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

Untuk kelancaran penyelenggaraan LHKPN dibentuk Unit

Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 9
(1) Atasan Langsung pejabat Penyelenggara Negara di daerah
yang wajib LHKPN berkewajiban melakukan pengawasan

dan evaluasi secara berjenjang.
(2) Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah melakukan fungsi pengawasan terhadap

pelaksanaan dan kepatuhan penyampaian LHKPN.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 10

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan
LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal
6 dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang
atau tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak
benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 11
Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan
Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah

Kabupaten Madiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI MADIUN,
ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban

pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 149

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),

Badan Siber dan Sandi Negara



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

NASKAH PENGUMUMAN

KPK XXX ™

Komisi Pemberantasan Korups!

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampalan/Jenis Laporan - Tahun: XOOO0OGXXXX / 3000000 - XXXX)

BIDANG 1 20000000Q0000O000OXXX
LEMBAGA 1 00000000000000XXX
UNITKERIA  ©  0000000000000000X
I.  DATA PRIBAD!

1. Nama ¢ X000000000000(X

2, Jabatan 1 X00000000000XX

3. NHK L X000
. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. JOOOONXX

1 Tanah dan Bangunan Selfuas XXX m?/XXX m? di Kota/Kab XXXXX,
000X Rp. XXX
2. Tanah Seluas XXX m? di Kota/Kab XXXXX, XX00000(X Rp.
20000000CX
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 20000000
1. Mobil, XO00000OX Tahun XXX, X000 Rp. 00000000
2. Motor, XOOO00OXXX Tahun XXX, XOO000000X Rp. X000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200000XX
D. SURAT BERHARGA Rp. 200000CXX
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. JOOOKXXX
F. HARTA LAINNYA Rp. XHKOOKXX l
Sub Total Rp. JOOO0OKXX
. HUTANG Rp. 20000000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (li-111) Rp. X000
Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar inl merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari efhkon Apk 9o /d. Seluruh
data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesual dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh
Penyelenggara Negara melalul efhipn Aok go)d, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang
bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkalt tindak pldana.
Apabila dikemudian harl terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan
dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

2. Pengumuman inl telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPX dalam rangka memfasilitasi pemenuhan
kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengu kan harta kekay sesuval dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsl, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memeriukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO
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